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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang di uraiankan dalam pembahasan tentang 

Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat dalam 

mencegah pelanggaran kampanye pada penyelenggaraan pemilihan Presiden 

tahun 2019 diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat dilihat dari 

3 aspek yaitu Pemanfaatan sistem informasi, Strategi Pengembangan sumber 

daya dan monitoring 

a. Pemanfaatan Sistem informasi dalam pelaksanaan strategi Bawaslu dapat 

dilihat dari 2 indikator yaitu pengawasan pemberitaan dan penyiaran iklan 

kampanye dan membangun sistem layanan pengaduan. Pengawasan 

pemberitaan dan penyiaran iklan Bawaslu NTB sudah melakukan kerja 

sama dengan KPID NTB untuk mengawasi semua lembaga penyiaran yang 

berizin di NTB. Dalam hal membangun sistem layanan pengaduan B 

awaslu NTB membuka layanan pengaduan melalui E-mail, 

Facebook,Twitter,Instagram dan dapat langsung datang ke kantor Bawaslu 

NTB. 

b. Strategi pengembangan sumber daya dapat dilihat dari 2 indikator yaitu 

melakukan sosialisasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Bawaslu 

sudah melakukan sosialisasi di 50 titik yang ada di Nusa Tenggara Barat, 
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50 titik tersebut merupakan hasil dari pemetaan Bawaslu NTB terkait 

daerah rawan pelanggaran. Dalam hal meningkatkan keterlibatan 

masyarakat lebih menitikberatkan bagaimana masyarakat menjadi 

pengawas partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu, Bimbingan Teknis 

sebanyak 15 kali sudah dilaksanakan sebagai bekal awal relawan 

partisipatif Bawaslu dalam melakukan pengawasan. 

c. Monitoring dan pengendalian Bawaslu dapat dilihat dari Pengawasan Tim 

Kampanye  resmi dan pengawasan tindak lanjut temuan dan laporan yang 

dilakukan Bawaslu NTB dengan mengawasi tahap awal pembentukan tim 

kampanye tingkat Provinsi  serta pengawan metode kampanye dan telah 

menyelesaikan 2 kasus dugaan pelanggaran. 

2. Faktor yang mempengaruhi strategi Bawaslu NTB dapat dilihat dari 3 aspek 

yaitu Informasi, Faktor Ekonomi-Politis dan Konsistensi 

a. Aspek informasi dapat dilihat dari 2 indikator yaitu Akses dan Relasi antar 

lembaga,Bawaslu NTB bekerja sama dengan Cyber Crime Polda NTB 

untuk mengatasi keterbatasan akses mengenai pelaku pelanggaran 

kampanye, dalam hal relasi antar lembaga Bawaslu NTB sudah bekerja 

sama dengan KPU NTB,KPID NTB,POLDA NTB,PWI NTB serta OKP 

dan Ormas dengan pola komunikasi yang intens. 

b. Faktor Ekonomi-Politis dapat dilihat dari 2 indikator yaitu anggaran 

pengawan dan komitmen. Anggaran pengawan Bawaslu NTB dalam 

Pemilihan Presiden tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup drastis 
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dari Rp. 13 Miliar menjadi Rp 51 Miliar. Dari segi Politis lebih kepada 

komitmen Bawaslu NTB sebagai lembaga independent dengan 

menempatkan setiap pengawas dari tingkat Desa sampai tingkat kabupaten 

dan ada sekitar 17.474 orang pengawas. 

c. Dari aspek Konsistensi lebih menekankan pada kualitas kinerja Bawaslu 

dengan kesimpulan pada penyelenggaran Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden tahun 2019 di Nusa Tenggara Barat tidak ada temuan maupun 

laporan terkait kampanye hitam. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bawaslu NTB harus lebih masif dalam melakukan sosialisasi terkait layanan 

pengaduan masyarakat sebab masyarakat belum mengetahui lewat mana saja 

aduan akan temuan pelanggaran dapat dilaporkan selain mendatangi kantor 

Bawaslu NTB. 

2. Dalam setiap melakukan sosialisasi Bawaslu NTB harus lebih menekankan 

kepada penjelasan regulasi dalam Pemilu bukan hanya terkait pengaduan 

akan pelanggaran. 

3. Dengan anggaran yang cukup besar Bawaslu NTB harus tetap menjaga 

kualitas kerja dalam mengaawasi setiap penyelenggaraan pesta demokrasi. 
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